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I KAJIAN PUSTAKA
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}Pada bab kajian pustaka ini penulis akan menyebutkan tentang teori yang mendukung

diynbusw bueuse

p elitian yang akan dilakukan oleh penulis serta telaah pustaka yang berhubungan dengan

beqgas

p elitian dan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Bab ini akan terbagi menjadi

_eraﬁ)a sub-bab yakni landasan teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta

bun BunpuBig e1§o ey

otesis penelitian.

“Bab ini diawali dengan landasan teoritis yang menyebutkan teori-teori yang relevan

buepun-b

EP1QAJex ynunias nege uel
S

uat ﬁiendukung ulasan serta analisis pada penelitian ini. Kemudian dilanjutkan

s

3

enggfijnakan penelitian terdahulu yang berisi perihal hasil penelitian lebih dahulu yang

memiljil;i keterkaitan dengan penelitian yang hendak dijalankan. Berikutnya penulis hendak

Juaw edue

Q

mengnjraikan kerangka pemikiran dan hipotesis dari penelitian, kerangka pemikiran artinya

—

wn

Zpola pikir yang menampilkan ikatan varibel yang hendak diteliti sedangkan hipotesis
ipenelitian merupakan sebuah kesimpulan yang mengacu pada kerangka pemikiran serta

Zperlu dibuktikan pada penelitian ini.

A. Leandasan Teoritis

:Jaquins uexing

lj Teori Keagenan (Agency Theory)

¢ Teori keagenan menggambarkan dua pelaku ekonomi yang berlawanan,
prinsipal dan agen. Hubungan keagenan adalah perjanjian di mana satu atau lebih
orang (prinsipal) mengadakan kontrak dengan orang lain (agen) untuk melakukan

;Iayanan atas nama prinsipal dan memberdayakan agen buat membuat ketetapan

—terbaik untuk prinsipal. Bila prinsipal serta kontraktor memiliki tujuan yang serupa,
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hingga kontraktor hendak menunjang serta melakukan seluruh perintah yang
dipercayakan oleh prinsipal.
v (Jensen et al., 1976) mendefinisikan ikatan keagenan selaku sesuatu kontrak di
mana satu atau lebih orang (prinsipal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk
rﬁelakukan layanan atas nama mereka yang mendelegasikan kekuasaan pengambilan
keputusan tertentu kepada agen. Dalam teori agensi ini, agen diasumsikan selaku orang
yang logis yang mempunyai kebutuhan orang serta berupaya untuk memaksimalkan
kebutuhan individunya. Teori keagenan ini juga menunjukkan bahwa seleksi yang
kherugikan dan moral hazard disebabkan oleh kondisi informasi yang tidak lengkap
dan pasti. Contoh dari pemilihan yang merugikan adalah ketika posisi prinsipal tidak
Memiliki akses ke data yang akurat mengenai kinerja manajemen yang telah digunakan
u:ntuk menentukan berapa banyak yang harus dibayar agen (manajemen) atau skema
I;;)mpensasi lainnya. Moral hazard terkait dengan situasi di mana prinsipal tidak yakin
apakah agen telah berusaha melakukan pekerjaan terbaik untuk keuntungan pemilik.
Manajemen, sebagai pengelola industri, mengetahui lebih banyak tentang data
internal dan kekhawatiran industri yang sedang berlangsung daripada pemilik
Zpemegang saham). Ketidakseimbangan jangkauan data akan menimbulkan situasi
iang dikenal dengan istilah asimetri. Perlakuan penghindaran pajak dapat dipengaruhi
@leh masalah keagenan, dimana manajemen di satu sisi ingin meningkatkan
‘kbmpensasi melalui laba yang lebih rendah. Oleh karena itu, untuk menjembatani
masalah keagenan, penghindaran pajak digunakan untuk mengoptimalkan kedua

manfaat tersebut (Wahyudi & Rustinawati, 2020).

(Eisenhardt, 1989) Teori keagenan menyatakan bahwa ada tiga asumsi tentang

sifat manusia :

a Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest).
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b Orang memiliki kemampuan terbatas untuk berpikir tentang persepsi masa
depan mereka, dan

= ¢ Orang selalu mengambil risiko penghindaran (risk averse).

Agency Problem dapat berimplikasi pada Tax Avoidance karena kedua pihak
tpemegang saham dan manajer) memiliki tujuan yang berbeda. Pemegang saham
(prinsipal) mempunyai keinginan laporan keuangan sebuah perusahan dengan
I%euntungan yang tinggi. Disisi lain, manajer (agen) menghendaki remunerasi yang
iébih tinggi karena keuntungan yang lebih tinggi. Menyajikan sebuah laporan
kguangan yang baik sesuai dengan target yang disepakati bukanlah hal yang mudah.
éegen yang tidak mencapai tujuan mereka akan melakukan apa pun untuk mencapai
tyjuan mereka. Untuk meningkatkan keuntungan pada laporan keuangan dengan cara

@engurangi beban pajak perusahaan, yang akan menambah keuntungan perusahaan

juga. Pengurangan beban pajak ini dikenal dengan tax avoidance.

Trade-Off Theory

f Trade off theory mengasumikan jika ada keuntungan pajak untuk
Zmenggunakan hutang, perusahaan akan berusaha untuk memakasimalkan nilai
fperusahaan dengan cara menggunakan hutang sampai batas tertentu. Inti dari trade
?’oﬁ theory dalam struktur pemodalan ini adalah menyetarakan keuntungan dengan
‘ pengorbanan karena penggunaan hutang menjadi lebih besar dan tidak ada tambahan

hutang yang diperbolehkan. Penggunaan hutang (Leverage) tidak mudah untuk

= digunakan dalam praktik serta perihal itu ditentang oleh trade off theory (Brigham &

;Houston, 2019)
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Nyatanya, beban yang harus ditanggung perusahaan bertambah karena
‘rsemakin banyak pinjaman yang dikeluarkan untuk membiayai operasional usaha.
:;Beban ini termasuk biaya yang lebih tinggi terkait dengan kebangkrutan, biaya
zagensi, suku bunga yang lebih tinggi, dan sebagainya. Struktur modal yang optimal

%dicapai ketika keuntungan dan kerugian menggunakan hutang seimbang, menurut
‘teori ini (Husnan & Pudjiastuti, 2015). Meskipun model teori trade-off tidak bisa
idengan cara tepat memperhitungkan bentuk modal yang sempurna, tetapi begitu
;membagikan partisipasi yang signifikan (Umdiana & Claudia, 2020):

a. Perusahaan dengan aset besar harus mengurangi kewajibannya.

i b. Perusahaan yang melunasi pajak lebih besar wajib meminjam lebih banyak

memakai hutang dari perusahaan yang melunasi pajak lebih kecil.

3. Perpajakan
a. Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan, “ Pajak kontribusi wajib kepada negara
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarnya-besarnya.”

Pajak menurut (Feldman, 2012:1), “pajak adalah prestasi yang
dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma
yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata

digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”
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Menurut (Waluyo, 2017), “Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
serta aturan pelaksanaanya yang sifatnya dapat dipaksakan. Dalam pembayaran
pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh
pemerintah. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun
pemerintahan daerah. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran
pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus,
dipergunakan untuk membiayai public invesment. Pajak dapat pula mempunyai
tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

Menurut prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, sebagaimana dikutip oleh
(Mardiasmo, 2019) dalam perpajakan edisi revisi menyebutkan bahwa , “Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran
umum.”

Fungsi Pajak
Menurut (Resmi, 2019) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu:
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Yaitu fungsi pajak sebagai salah satu sumber dana bagi
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Pajak
memberikan kontribusi terbesar dalam hal penerimaan negara, oleh
karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah
untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
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Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial.
Contohnya yaitu:

(a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk
mengurangi konsumsi minuman Kkeras.
(b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk
mengurangi gaya hidup konsumtif.
Perlawanan Terhadap Pajak

Bagi sebagian rakyat pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayar
kepada negara, oleh karena itu dengan kesadaran atau tidak rakyat akan
berusaha untuk mengurangi beban pajaknya. Usaha rakyat untuk mengurangi
beban pajaknya disebut dengan perlawanan pajak.

Menurut (Waluyo, 2017) “Perlawanan pajak merupakan tindakan
disengaja atau tidak yang dilakukan oleh rakyat untuk menghindari, mengelak
pajak dan tidak membayar pajak”. Perlawanan pajak dapat dibagi menjadi dua
yaitu:

a. Perlawanan Pasif
Perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib
pajak itu sendiri, tetapi terjadi karena keadaan yang ada disekitar wajib
pajak itu. Perlawanan pasif timbul karena dari struktur ekonomi,
perkembangan moral, intelektual penduduk dan teknik pemungutan
pajak itu sendiri.

b. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib

pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara

17
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langsung ditujukan kepada negara pemungut pajak. Ada tiga cara
perlawanan aktif terhadap pajak, yaiitu: penghindaran pajak (tax

= avoidance), pengelakan pajak (tax evation) dan melalaikan pajak.

: i‘Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Tax planning adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok
?jwajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya,
cbaik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling
%;minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-
;Jndangan perpajakan ataupun secara komersial (Pohan, 2018). Perencanaan pajak
—secara teoritis disebut sebagai perencanaan yang efektif, yaitu dimana seorang wajib
;pajak berupaya memperoleh penghematan pajak (tax saving) melalui prosedur
penghindaran pajak atau biasa yang dikenal sebutan tax avoidance yang sistematis
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan N0.36 Tahun 2008 (Carolina

& Debbianita, 2014)

Dari perspektif perencanaan pajak, penghindaran pajak (tax avoidance) oleh

=twajib pajak adalah sah untuk dilakukan dan secara yuridis pengenaan pajaknya tidak
jdapat ditentukan. Pengertian penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi
= :kewajiban perpajakan secara konstitusional.
Perencanaan Pajak (tax planning) adalah proses hukum yang biasanya
dilakukan oleh wajib pajak. Kegiatan ini legal karena penghematan pajak hanya
dihasilkan dengan memanfaatkan sebuah celah yang ada. Secara umum, perencanaan

ipajak bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak. Rencana minimalisasi pajak

Japat dilaksanakan dengan cara mengambil sebanyak mungkin pengecualian dan

= 18
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pengurangan atau aturan tentang pengurangan, dalam hal ini pendapatan bebas pajak

menurut pasal 4 ayat 3 dapat digunakan.

Dapat disimpulkan bahwa tax planning memiliki manfaat untuk:

‘:1. Agar perhitungan yang dibayar oleh wajib pajak dapat dihitung dengan benar

atau sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga apabila
dilakukannya pemeriksaan atau penelitian oleh kantor pajak, tidak ada tambahan
pajak yang harus dibayarkan lagi oleh wajib pajak dan tidak menimbulkan sanksi
perpajakan bagi wajib pajak.

Untuk mengurangi pajak yang terutang oleh wajib pajak, celah-celah dalam
peraturan perpajakan dimanfaatkan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang
ada. Pelaksanaan perencanaan pajak terhadap undang-undang perpajakan itu
sendiri, karena undang-undang perpajakan memungkinkan masyarakat memiliki
celah hukum yang dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk menghindari
pembayaran pajak tanpa melanggar undang-undang yang berlaku.

Semakin pentingnya tax size sebagai salah satu elemen yang perlu
dipertimbangkan mendorong banyak perusahaan untuk melakukan perencanaan
pajak (tax planning). Padahal Direktur Perpajakan sudah menyatakan bahwa
perencanaan pajak bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2013)

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak.
Pengelolaan pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban
perpajakan secara memadai, namun jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan
serendah mungkin untuk mencapai keuntungan yang diharapkan dan kemauan
membayar. Langkah selanjutnya adalah pemenuhan kewajiban perpajakan

(taxation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak
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ini, peraturan perpajakan dikumpulkan dan diteliti dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana memilih jenis penghematan pajak yang akan
dilaksanakan. Umumnya, fokus perencanaan pajak untuk meminimalkan
kewajiban pajak.

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan
pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan
kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang
ada agar pajak yang dibayar tidak lebih tinggi dari yang seharusnya.

Secara umum, perencanaan pajak (tax planning) menunjukkan proses
perencanaan usaha dan transaksi wajib pajak sehingga kewajiban perpajakannya
menjadi minimal, namun masih dalam batas peraturan perpajakan. Perencanaan
pajak yang baik akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan
hasil penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena penyelendupan
pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Umumnya tax avoidance dan tax evasion memiliki tujuan yang sama
yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara tax evasion dalam mengurangi
beban pajaknya termasuk perbuatan illegal atau perbuatan melanggar hukum.
Pengertian penyelundapan pajak (tax evasion) menurut (Rahayu, 2020) adalah
usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal
terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak
sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.

Sedangkan pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak
menurut (Zain, 2008) mendefinisikan penyelundupan dan pengelapan pajak
sebagai berikut: Penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang

melanggar undang-undang perpajakan, sedangkan penghindaran pajak adalah
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cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutaman melalui perencanaan
pajak.”

Dari kedua pengertian di atas bisa disimpulkan kalau penyelundupan
pajak (tax evasion) merupakan upaya wajib pajak buat memperkecil kewajiban
perpajakannya yaitu dengan cara melanggar peraturan perpajakan sedangkan
tujuan dari melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) untuk memperkecil
beban pajaknya tanpa melanggar aturan perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan pajak bukan cuma dicoba di Indonesia saja namun sering-
kali industri pula wajib berhubungan dengan negeri di luar Indonesia buat
melaksanakan bisnisnya. Oleh sebab itu, saat sebelum pemograman pajak
dicoba, perencana terlebih dulu wajib mengenali jenis- jenis perencanaan pajak.

Menurut (Suandy, 2014:122) jenis perencanaan pajak bisa dibagi jadi 2,
ialah:

a. Perencanaan pajak nasional( national tax planning)

b. Perencanaan pajak global( international tax planning)

Terdapat beberapa perbedaan dalam kedua jenis perencanaan pajak
tersebut diantara perencanaan pajak nasional serta perencanaan pajak
internasional yang tertera pada peraturan perpajakan yang terdapat. Dalam
perencanaan pajak nasional cuma mencermati hukum nasional. Sebaliknya
dalam pemograman pajak internasional, perjanjian pajak serta undang- undang

negara terkait harus diperhatikan selain undang-undang nasional.

Ada pula sebagian strategi umum dalam perencanaan pajak, antara lain

merupakan:
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Tax Saving

Penghematan pajak (tax saving) adalah upaya untuk menambah biaya
perpajakan dengan memilih alternatif tarif pajak yang lebih rendah.
Misalnya, perusahaan dapat mengubah tunjangan dalam bentuk barang

kepada karyawan menjadi tunjangan tunai.

. Tax Avoidance

Penghindaran pajak (tax avoidance) adalah upaya untuk meningkatkan
efektivitas beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak atas transaksi
tidak kena pajak. Misalnya, perusahaan yang masih merugi harus mengubah
imbalan kerja tunai menjadi tunjangan nontunai karena bukan barang kena

pajak.

. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Penundaan pembayaran kewajiban perpajakan tanpa melanggar ketentuan
yang berlaku dapat dilakukan dengan penundaan pembayaran PPN.
Penundaan ini dilakukan dengan menunda pembuatan faktur PPN sampai
dengan waktu yang telah ditentukan, terutama dalam hal penjualan kredit.
Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan

setelah bulan penyerahan barang.

Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada

dasarnya upaya penghematan pajak didasarkan pada ketentuan kecil serta

terkini, ialah harus pajak senantiasa berupaya buat memotong pajak sesedikit

bisa jadi serta menunda pembayaran selambat mungkin dalam batas yang

: diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan. Tax planning merupakan

- langkah yang tepat bagi pelaku usaha untuk mengupayakan tax saving atau
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penghematan pajak selama tidak berlawanan dengan peraturan perundang-

undangan perpajakan yang legal.

Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak ataupun tax avoidance merupakan sesuatu skema
%transaksi yang bermaksud buat meminimalkan beban pajak dengan menggunakan
Lvantara dalam hukum perpajakan dalam sesuatu negeri alhasil ahli pajak melaporkan
ésah, sebab tidak melanggar peraturan perpajakan. (Mardiasmo, 2019), menyatakan
bahwa tax resistance merupakan kendal yang timbul dalam pemungutan dan
iédministrasi pajak. Salah satu wujud resistensi pajak merupakan resistensi aktif
:dalam wujud penangkisan pajak (tax avoidance), yang ialah sesuatu upaya mitigasi

ihukum yang dicoba melalui penggunaan peraturan perpajakan secara optimal seperti

pembebasan dan pengurangan pajak yang diperbolehkan dan masalah-masalah lain
yang tidak diatur dan kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku.

‘ Manajemen perusahaan berupaya buat mendapatkan manfaat yang
7diharapkan dari. penerapan manajemen pajak, salah satunya tercantum penghindaran

;pajak, ialah. penurunan jumlah pajak dengan metode yang tidak melanggar peraturan

}perundang- undangan perpajakan. Penghindaran pajak ialah salah satu strategi

“ipengurusan pajak serta bagi penelitian (Prasiwi, 2015) dalam (Faramitha et al.,

»2020), merupakan  seperangkat strategi  perencanaan  pajak  untuk
memaksimalkan pengembalian setelah pajak untuk dibagikan kepada investor
dan reinvestasi perusahaan.

Menurut (Rego et al.,, 2011) penghindaran pajak sebagai metode

@perencanaan pajak untuk mengurangi pajak penghasilan secara legal dan sesuai

—dengan peraturan undang-undang. Sedangkan, (Desai & Dharmapala, 2018)
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menganggap penghindaran pajak sebagai penyalahgunaan tax shelters. Tax evasion

merupakan penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal yang biasanya

;:Hianggap sebagai penggelapan pajak, yaitu penggelapan pajak yang tidak

‘:diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan tax

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

Zavoidance dan tax evasion adalah bahwa tax evasion itu ilegal, yaitu pelanggaran
atau penghindaran yang disengaja terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku
suntuk meminimalkan kewajiban pajak. Tax Avoidance adalah penggunaan peluang

:yang ada dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak.

Aspek vyang pengaruhi wajib pajak mempunyai keberanian guna

::melaksanakan penghindaran pajak menurut (Hutagol, 2013: 45) dalam( Saputra,

5'2017) merupakan selaku berikut:

=1. Kesempatan (opportunities)

Adanya sistem self assessment adalah sistem yang memberikan keyakinan
penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan
sendiri kewajiban pajak mereka sendiri kepada otoritas pajak. Hal ini yang
memungkinkan wajib pajak untuk menghindari pajak.

Lemahnya penegakan hukum (low enforcement)

Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit daripada yang
seharusnya mereka bayar berdasarkan interpretasi hukum pajak yang adil. Wajib
pajak memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku
(lawfull).

Manfaat dan biaya (level of penalty)

Menurut perusahaaan, penghindaran pajak bawa profit keuangan yang besar
serta sumber pembiayaan yang terjangkau. Di dalam perusahaan ada ikatan

antara pemegang saham yang berperan selaku prinsipal serta manajer, selaku
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agen. Pemegang saham yang mempunyai perusahaan menginginkan
pengurangan beban pajak serta dengan begitu profit yang diperoleh akan
maksimum.

Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (negotiated settlements)
Banyaknya permasalahan dimana permasalahan penghindaran pajak yang bisa
diidentifikasi serta dituntaskan melalui negosiasi yang mendorong wajib pajak
untuk melakukan penghindaran pajak dengan keyakinan bahwa masalah di masa

depan bisa dituntaskan lewat negosiasi.

Tax avoidance tidak melanggar hukum perpajakan sebab usaha harus pajak

uﬁjuk kurangi, menjauhi, meminimalkan ataupun memudahkan bobot pajak terletak

deilam lingkup hukum perpajakan.

FAdapun cara tersebut menurut (Merks, 2007) dalam (Saputra, 2017) adalah:

1) Memindahkan poin pajak ataupun objek pajak ke negara- negara yang
memperlakukan jenis penghasilan tertentu dengan cara khusus atau
membebaskan dari pajak (substantive tax planning).

2) Kecurangan pajak bertujuan untuk menjaga substansi keuangan transaksi
lewat opsi formal yang menawarkan beban pajak terendah (resmi tax
planning).

3) Ketentuan anti avoidance atas transaksi memindahkan pricing, thin
capitalization, treaty shopping, serta controlled foreign corporation( khusus
anti avoidance rule); dan transaksi yang tidak memiliki substansii bisnis(

general anti avoidance rule).

(Chasbiandani et al., 2019) menyatakan bahwa terdapat 3 karakter dari tax

avoidance ialah terdapatnya faktor artifical arrangement, kerapkali menggunakan
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loopholes (antara) dari hukum serta ada faktor kerahasiaan alhasil industri wajib

mempunyai konsultan buat mengurus mengenai pembayaran pajak. Manfaat terbanyak

yahg didapat dari penghindaran pajak merupakan penghematan pajak yang lebih besar.

Penghematan ini memanglah ialah keuntungan untuk pemegang saham, namun

péngelola berkomitmen untuk melakukan upaya peningkatan efisiensi administrasi

péfpajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

LNJ]I)

Dalam mengetahui seberapa besar aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan

oleh sebuah perusahaan terdapat beberapa alat ukur yang dapat digunakan.

Pé,nghindaran pajak (tax avoidance) pada umumnya diukur dengan menggunakan tarif

péjﬂk efektif (ETR). Tarif pajak efektif (ETR) adalah presentasi tarif pajak yang efektif

bérlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu (Waluyo, 2017). ETR

dié;nggap mampu menentukan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, karena

déngan ETR dapat ditentukan apakah perusahaan mengikuti tarif pajak badan yang

diientukan pemerintah dengan menghitung besar tarif pajak yang benar dibayarkan oleh

pekusahaan. Terdapat beberapa alat ukur untuk mengukur tax avoidance, alat ukur untuk

mengukur tax avoidance menurut (Hanlon et al., 2010) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Tabel Pengukuran Tax Avoidance

No. Pengukuran Cara Perhitungan Keterangan
1. GAAP ETR Total tax expense Total tax expense per
pretax income
pre-tax book income
2. Current ETR current tax expense Current tax expense

pretax income
per pre-tax book

income
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Cash ETR

cash taxes paid

pretax income

Cash taxes paid per
dollar of pre-tax book

income

&

Long-run cash ETR

cash taxes paid

pretax income

Sum of cash taxes
paid over n years
divided by the sum of
pre-tax earnings over

n years

o

ETR differential

Statuory ETR — GAAP ETR

The difference of
between the statutory

ETR and the firm’s

(319 UEDY YIM) EXIjBULIOJU] UEP SIUSIE JN3ASUI) DX [a1 1w exdp eH (D)

GAAP ETR
6 DTAX Error term from the following The unexplained
regression: ETR differential x portion of the ETR
Pre-tax book income =a + b x differential
Controls + e
7. Total BTD Pre-tax book income - ((U.S. The total differences
) CTE + Fgn CTE) / U.S. STR) - between book and
:% (NOLt - NOLt-1)) taxable incomes
|-' 8. Temporary BTD Deferred tax expense/U.S. STR
Q. 9. Abnormal total BTD Residual from A measure of
BTD/TAit=pBTAit+pmi+eit unexplained total
book-tax differences
10. Unrecognized tax Disclosed amount post-FIN48 Tax liability accrued

benefits

for taxes not yet paid
on uncertain

positions

3|o uepy
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11. Tax shelter activity Indicator variable for firms Firms identified via
accused of engaging in a tax firm disclosures, the
shelter press, or IRS

confidential data

12. Marginal tax rate Simulated marginal tax rate Present value of taxes
on an additional

dollar of income

g 3ININSuU]) O 18

Risiko Perusahaan (Corporate Risk)

3 Risiko dapat diartikan sebagai kejadian potensial yang bisa memunculkan

ékerugian. Tetapi, dalam analisa pemodalan, resiko didefinisikan selaku mungkin

fﬁasil duit yang didapat berlainan dari yang diharapkan (Husna & Wahyudi, 2016).

?Bagi (Damayanti& Susanto, 2015) resiko perusahaan merupakan tingkatan resiko
yang terpaut dengan pembedahan perusahaan. Kala perusahaan tidak mempunyai
ihutang, hingga perusahaan mempunyai resiko bisnis yang kecil dikala permohonan

buat produknya normal, kala harga input serta produknya relatif konsisten, kala

;perusahaan leluasa membiasakan harganya ketika biaya meningkat dan ketika

;sebagian besar biaya merupakan biaya variabel sehingga akan turun saat penjualan
u:menurun. Hal ini dianggap sama, terus menjadi kecil resiko perusahaan, hingga terus
‘Vmenjadi besar perbandingan leverage yang optimal.

= Menurut (Budiman & Setiyono, 2012) risiko ada kaitannya dengan return
Ovyang diterima perusahaan, risiko ini merupakan penyimpangan atau deviasi dari hasil
fiyang diharapkan. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa semakin besar

7 penyimpangan antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan, maka

=semakin besar pula risikonya.

28
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Menurut (Brigham & Houston, 2019) Risiko perusahaan atau risiko bisnis tergantung
(rpada sejumlah faktor, yaitu:
1. Kompetisi
2. Variabilitas permintaan
3. Variabilitas harga jual
4. Variabilitas biaya input
5. Keusangan produk
6. Paparan risiko asing
Paparan risiko regulasi dan hukum
8. Komposisi biaya tetap: leverage pembedahan( leverage operasi merupakan
tingkatan hingga sepanjang mana biaya- biaya senantiasa dipakai didalam

operasi suatu perusahaan)

Resiko perusahaan ialah salah satu resiko yang dialami perusahaan dalam

jalankan usahanya, yaitu kemungkinan perusahaan tidak akan mampu membiayai

aiﬂuem MIM)| eX11ewaopu| uep siusig INsul) ox 191 1w eadid siey
\l

®

=

aktivitas operasinya (Primantara & Dewi, 2016). Resiko bisnis perusahaan bisa

pengaruhi kesinambungan usaha serta keahlian melunasi hutang. Tingkatan resiko

=
bﬁpis pada sesuatu perusahaan pula pengaruhi keinginan investor buat menanamkan
(o g
e
dg-panya pada perusahaan itu serta pengaruhi keahlian perusahaan buat mendapatkan

c@wa kala melaksanakan aktivitas bisnis (Sari & Wirajaya, 2017).

Perusahaan dengan risiko bisnis yang lebih tinggi cenderung menghindari

ggunaan pembiayaan utang dibandingkan dengan perusahaan dengan risiko bisnis

WJos | uep s

g lebih rendah. Perusahaan berisiko tinggi seringkali memprioritaskan pendanaan

31D uepj Yimy Bfie

rnal daripada menerbitkan utang atau ekuitas.
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Menurut (Ayu Pradnyanita Dewi & Ratna Sari, 2015) Semakin besar resiko
pérusahaan, hingga semakin besar mungkin eksekutif bersifat risk taker. Kebalikannya,
sefrnakin kecil resiko perusahaan, hingga eksekutif hendak mengarah bersifat risk
averse. Sifat individu eksekutif yang mengarahkan suatu organisasi, apakah mereka

merupakan risk taker atau risk avarse, tercermin dari besarnya risiko dalam suatu

pérusahaan (Budiman & Setiyono, 2012)

(Paligorova, 2010) menyebutkan bahwa risiko perusahaan adalah volatilitas
pé%dapatan perusahaan, yang dapat diukur dengan menggunakan rumus deviasi standar.
Dé’ngan demikian, risiko perusahaan dapat diartikan sebagai penyimpangan atau standar
de;/iasi dari hasil, semakin besar penyimpangan dari hasil perusahaan, terlepas dari
ap{akah penyimpangan tersebut kurang dari yang direncanakan (downside risk) ataupun
blsa jadi lebih besar dari yang telah direncanakan (potensi gangguan). Dapat dilihat
be?thwa risiko perusahaan yang ada lebih besar. Apakah perusahaan itu berisiko tinggi

atéu rendah menunjukkan karakter eksekutifnya, apakah ia seorang pengambil risiko

atau penghindar risiko.

= (Lewellen, 2003) memberikan contoh perbedaan pengambilan keputusan bisnis
aﬁcara eksekutif yang memiliki karakter risk taker dengan eksekutif yang memiliki
kérakter risk averse. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker tidak ragu untuk
rriembuat keputusan dengan leverage yang tinggi, meskipun leverage yang berlebihan
dépat menyebabkan kebangkrutan perusahaan, sebaliknya untuk eksekutif yang
mempunyai kepribadian risk averse hendak lebih berjaga- jaga dalam membuat
Ketetapan. Hutang yang tidak sangat besar bisa menjauhi resiko kebangkrutan yang

besar.
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7.

Perusahaan melaksanakan tax avoidance buat kurangi beban pajak dengan
miefiggunakan antara dalam ketentuan pajak buat mengoptimalkan profit yang didapat.
D;Iam mengambil keputusan buat melaksanakan tax avoidance tergantung pada tiap-
tiap eksekutif industri. Dalam pengumpulan ketetapan, eksekutif umumnya mempunyai
2 l;epribadian ialah risk taker serta risk averse. Terus menjadi banyak eksekutif bersifat

risk taker, terus menjadi rendahnya angka Current ETR yang membuktikan tax

avbidance hendak terus menjadi besar.

ﬁ Buat mengukur seberapa berani industri melaksanakan dalam mengutip resiko
mémakai pengukuran bagi( Paligorova, 2010). (Paligorova, 2010) mengatakan kalau
ke}jntungan saat sebelum bunga, pajak, kemerosotan serta amortisasi (keuntungan saat
sePeIum bunga, pajak, kemerosotan, serta amortisasi atau EBITDA) dipecah dengan
keéeluruhan peninggalan hendak menampilkan penyimpangan kepada keuntungan
inﬁustri. Semakin besar standar digresi dari EBITDA atau keseluruhan aset
mémbuktikan terus menjadi besar penyimpangan kepada keuntungan. Besarnya
penyimpangan kepada keuntungan membuktikan resiko industry (corporate risk) yang
b%sar pula ataupun dengan tutur eksekutif perusahaan yang lain semakin berani
n;jengambil resiko. Menurut (Djohanputro, 2004), “risiko perusahaan dapat dihitung
dgngan membagi laba sebelum pajak penghasilan dengan total aktiva.” Pengukuran
ri§i:ko perusahaan di dalam penelitian menggunakan rumus sebagai berikut:

EBITDA

Corporate Risk = standar deviasi dari —————
Total Aset

Leverage

= Leverage ialah ukuran sejauh mana aset industri dibiayain oleh hutang(

Kasmir, 2018). Maksudnya leverage Artinya leverage ialah analogi sumber

pembiayaan yang dipakai perusahaan buat mendanai usahanya antara memakai hutang
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serta ekuitas.( Sartono, 2015) menulis kalau leverage didefinisikan selaku pemakaian

sumber pembiayaan dengan beban senantiasa dengan impian hendak menciptakan

feimbahan keuntungan yang lebih besar dari biaya tetap tersebut, sehingga
‘meningkatkan keuntungan pemegang saham. Semakin berisiko suatu perusahaan maka

semakin banyak sumber dana yang dibebani secara tetap berupa hutang jangka panjang

yang menimbulkan bunga (biaya tetap) pada saat pelunasan hutang tersebut.

Tujuan penggunaan leverage perusahaan adalah untuk memperoleh

Igeuntungan di atas biaya dan sumber pembiayaan sehingga tingkatkan profit

bémegang saham. Kebalikannya, leverage pula tingkatkan volatilitas (resiko)
finansial, sebab penggunaan leverage mengurangi laba pemegang saham jika
ﬁérusahaan pada akhirnya mampu menghasilkan laba di bawah biaya tetapnya. Konsep
I?verage amat berarti terutama buat penyajian analisa finansial untuk memandang
tkrade- off antara tingkatan resiko serta profit dari bermacam tipe keputusan finansial
&Sartono, 2015). Leverage merupakan pemakaian aset perusahaan serta sumber
pémbiayaan untuk meningkatkan potensi pengembalian kepada pemegang saham.
Beban bunga yang timbul atas pinjaman pada pihak ketiga ataupun kreditur yang tidak

ierpaut dengan industri, yang diatur dalam UU Nomor. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a

Serta pasal 18.

Leverage dapat diukur dengan menganalisis rasio keuangan yaitu rasio
Iéverage (hutang). Menurut (Suyanto, 2016) rasio leverage adalah rasio yang
digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Dengan
kata lain, rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa
banyak beban hutang yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam rangka

pemenuhan aset. Rasio ini membandingkan antara dana sendiri dengan dana pinjaman.
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Semakin besar pinjaman yang digunakan perusahaan, maka semakin besar kontrol
yang dimiliki kreditur terhadap perusahaan. Dari sudut pandang perusahaan, rasio
r:everage adalah strategi dan informasi untuk menentukan kegunaan dari uang. Jika
tingkat bunga pinjaman lebih rendah dari Return On Investmet (ROI), maka
;;erusahaan lebih baik meningkatkan hutang daripada meningkatkan ekuitas atau
sebaliknya.

‘ Dalam perhitungan rasio leverage memiliki 2 pendekatan ialah pendekatan
e

m

iwat neraca serta informasi laba rugi. Pendekatan lewat necara memberitahukan
ééberapa besar hutang yang dipakai untuk penuhi aktiva perusahaan. Pendekatan lewat
@poran laba rugi memberitahukan seberapa besar hutang yang bisa ditutup dengan
kéuntungan operasional industri. Perbandingan itu dipakai untuk membagikan
ciérminan mengenai bentuk modal perusahaan. Semakin besar tingkatan leverage
ikndustri, maka akan semakin besar pula ketergantungan perusahaan itu pada
krediturnya. konsekuensi penting dari pemakaian dana pinjaman( hutang jangka
pénjang) yakni hendak menimbulkan perusahaan wajib menanggung beban tetap
berbentuk bunga atas pembayaran hutang. Pemakaian dana yang menimbulkan beban

genantiasa ini bisa kurangi pendapatan kena pajak industri lewat pembebanan bunga
ﬁutang sebagai biaya. Beban pajak dapat dikurangi dengan menurunkan bunga hutang,
Sehingga penggunaan modal pinjaman memberikan perusahaan keuntungan pajak.
;\)Ienurut (Kasmir, 2018) terdapat beberapa cara dalam mengukur leverage sebagai
Perikut:
a. Debt to Asset Ratio (DAR)
Debt to Asset Ratio (DAR) merupakan rasio untuk membandingkan

total utang terhadap total aktiva.

Rumus dari DAR adalah sebagai berikut:
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Total Debt

Debt to Asset Ratio = Toral Assers

@

=3

Debt to Equity Ratio (DER)

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk
menilai utang terhadap ekuitas.
Rumus DER adalah sebagai berikut:

Total Utang ( Total Debt )

Debt to Equity Ratio = Ekuitas ( Equity)

o

Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)
Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio antara utang jangka
panjang dengan ekuitas.

Rumus LTDtER adalah sebagai berikut:

Long Term Debt

LTDtER = -
Equity

(319 uery MImy exizewioju] uep siusig InHIsu]) O} 191 A1jiw eadid yeH

d. Time Interest Earned (TIER)

Time Interest Earned (TIER) merupakan rasio untuk mencari jumlah

kali perolehan bunga

1g INISU|

Rumus TIER adalah sebagai berikut:

EBIT
Interest

TIER =

34
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@

Fixed Charge Coverage (FCC)

Fixed Charger Coverage (FCC) merupakan rasio yang serupa dengan

@

times earned ratio, tetapi rasio ini hanya dilakukan apabila perusahaan
memiliki utang jangka panjang atau menyewa aset berdasarkan kontrak sewa.

Rumus FCC adalah sebagai berikut:

__ EBIT+Interest+Lease
Interest+Lease

FCC

Selain perhitungan leverage menurut (Kasmir, 2018:155), ada proksi lain yang

gEs1usig InIsul) o) 191 1w exdid yeH

'pat digunakan. Menurut (Suyanto, 2016:44) cara perhitungan leverage hanya ada 3

ra yang biasanya dipakai, yaitu:

Total Debt to Equity Ratio

Rasio ini akan menggambarkan perbandingan antara total utang terhadap

(319 ueny )y exirew.olg) ue

modal sendiri.
Rumus Total Debt to Equity Ratio:
Total Debt to Equity Ratio = Total Utang
Modal Sendiri
Long Term Debt to Equity Ratio
Rasio ini akan menggambarkan perbandingan antara utang jangka panjang
terhadap modal sendiri.
Rumus Long Term to Equity Ratio:

Long Term Debt to Equity Ratio = Utang Jangka Panjang
Modal Sendiri
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3. Debt to Capital Ratio

Rasio ini akan menggambarkan perbandingan antara total utang terhadap

Leverage (Debt to Equity
Ratio) dan pertumbuhan
penjualan terhadap
penghindaran pajak (Tax
Avoidance) (Studi Empiris
pada Perusahaan
Manufaktur

subsector makaan &
minuman yang terdaftar di
BEI tahun 2014 — 2017)

- u

O > total aset.

Q (o]

3 ==

2 & Rumus Debt to Capital Ratio:

3z 2

S L =

R ; Total Debt to Capital Assets = Total Utang

- 5 =

§ ﬂ_é g Total Aset

a 5 =

o =

> c 7

© 3 T

= — C -, =

B.SPerglitian Terdahulu

g o

c ‘Z % Penelitian mengenai tax avoidance sudah banyak dilakukan dengan menggunakan
(o

2 a o

< évar%bel yang beragam dan juga dengan hasil penelitian yang berbeda-beda juga. Berikut

c )

% ini adalah tabel penelitian terdahulu mengenai tax avoidance:

3. 9

S 3

R

R Tabel 2.2

Q 2

5 ) .

= 3 Penelitian Terdahulu

3 Q

> o

o No | Nama Peneliti (Tahun) Judul Penelitian Hasil Penelitian (kesimpulan)

-

4 1. | Zuesty, Aisha (2016) Pengaruh Kepemilikan Kepemilikan institusional,

= = institusional, Risiko resiko industri serta leverage

a (7] . .

= o+ Perusahaan dan Leverage | mempengaruhi negatif kepada

I £ terhadap tindakan tax tax avoidance

o [ avoidance

5_ 2. | ulfikri, Imam, Nabila Pengaruh Risiko Hasil analisa menunjukkan

9 HSalsa(2018) Perusahaan, kalau resiko industri, leverage

(debt to equity ratio) serta
perkembangan penjualan
mempengaruhi positif terhadap
tax avoidance. Perihal ini
berarti kalau semakin besar
risiko perusahaan, leverage
(debt to equity ratio) serta
pertumbuhan penjualan hendak
menyebabkan melonjaknya tax
avoidance.

3|9 uepy )|
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Dewi, Sari (2015)

Pengaruh Insentif
Eksekutif,
Corporate Risk dan
Corporate
Governance Pada Tax
Avoidance

Corporate risk berpengaruh
negatif pada tax avoidance.
Insentif administrator,
kepemilikan institusional,
komisaris bebas serta komite
audit tidak mempunyai akibat
pada tax avoidance. Sebaliknya
mutu audit mempengaruhi
positif pada tax avoidance.

Buepun-buepun 1BUnpunideEndiy yey

“Swingly, Sukartha (2015)

19 IN313SU|

Pengaruh Karakter
Eksekutif,

Komite Audit, Ukuran
Perusahaan, Leverage dan
Sales Growth pada Tax
avoidance

Karakter eksekutif dan ukuran
perusahaan berpengaruh positif
pada tax avoidance,
sedangkanleverage
berpengaruh negatif pada tax
avoidance. Variabel komite
audit dan sales growth tidak
berpengaruh pada tax
avoidance.

laguins uevingaAuaul uep ueyuinjuesuauwl eduey lul siny eAley yninyas neje ueibeqas diynbuaw Bueleud ‘|

5. {_Damayanti, Susanto Pengaruh Komite Audit, Risiko perusahaan dan return
= Kualitas Audit, on assets
5(2015) Kepemilikan Berpengaruh positif terhadap
2 Institusional, Risiko tax avoidance. Sedangkan
Perusahaan dan Return on | komite audit, kualitas audit dan
Assets Terhadap Tax kepemilikan institusional tidak
Avoidance berpengaruh terhadap tax
avoidance.
6. | Hidayat, Wahyu (2018) Pengaruh Profitabilitas, Akibat negatif dan penting
- Leverage Dan terhadap penghindaran pajak
| Eggj‘fj;lzlrjlh'?grhadap sedangkan leverage tidak
F Penghindaran Pajak. dibantu dengan baik.
7. ECarolina, V., Natalia, M., Karakteristik Eksekutif Eksekutif karakteristik
Debbianita, D. (2014) Terhadap Tax avoidance mempunyai akibat positif pada
n dengan Leverage Sebagai | henghindaran pajak perusahaan
Variabel Intervening. dengan leverage sebagai
variabel intervening..
8. #=Kurnia, Sari (2013) Pengaruh Return on Leverage serta Aturan Kelola

am=

Assets,

Leverage, Corporate
Governance, Ukuran
Perusahaan Dan
Kompensasi

Rugi Fiskal Pada Tax
avoidance. Buletin Studi

Industri tidak memiliki akibat
positif signifikan parsial
kepada penghindaran pajak.
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rGahyono, D. D., Andini,
R.,
-Raharjo, K. (2016).

Pengaruh komite audit,
kepemilikan institusional,
dewan komisaris, ukuran
perusahaan (size), leverage
(DER) dan profitabilitas
(ROA) terhadap tindakan
penghindaran pajak (tax
avoidance) pada
perusahaan
perbankan yang listing
BEI periode tahun 2011—
2013.

Kepemilikan institusional
mempengaruhi positif terhadap
penghindaran pajak sedangkan
komite audit, dewan
Independen( PDKI), ukuran
industri, leverage, dan
profitabilitas berpengaruh
minus kepada penghindaran
pajak

buepun-buepug |bBunpuniq eydin yeH

515utri, Rizal, Putra,
Jrwansyah
2017)

Pengaruh Leverage,
Profitability, Ukuran
Perusahaan Dan Proporsi
Kepemilikan Institusional
Terhadap Tax avoidance.

Leverage dan profitability
memiliki pengaruh negatif
dan signifikan terhadap tax
avoidance Ukuran perusahaan
dan proporsi kepemilikan
berpengaruh positif dan
signifikan.

=

=

2

[Freedman, J., Loomer, G.,
Nella, J. (2015).

Corporate tax
risk and tax avoidance:
New
approaches.

Pemikiran direktur pajak cuma
satu aspek dalam
memperhitungkan keberhasilan
kemajuan ini, tetapi mengingat
kalau salah satu tujuan
kebijaksanaan pajak dikala ini
merupakan ikatan yang
ditingkatkan dengan pembayar
pajak industri, pandangan
ketua amat berarti dalam
memperhitungkan
perkembangan yang terbuat.
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12.

|

{AHasan, Kimc, Wue (2016)

The Effect of Foreign
Institutional Ownership on
Corporate tax avoidance:
International Evidence

Investor institusi asing secara
negatif terpaut dengan
penghindaran pajak industri.
Investor institusi asing
memainkan kedudukan aktif
dalam membuat kebijakan
penghindaran pajak.

13.

wDonohoe, M. P., McGill,
=G,
A., Outslay, E. (2014).

Risky business: The
prosopography
of corporate tax planning.
National Tax.

Semakin banyak perusahaan
wajib mempertimbangkan
resiko yang hendak diterapkan
oleh strategi pajak pada
mereka, tidak hanya dalam
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perihal kemampuan
pendapatan yang hilang,
namun pula dalam hal reputasi
serta harga pasar.

[
e

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

3eH

A Feller, D Schanz (2017)

(31D UEIY I eXIew.Ioju] uep siusig 3n3Isu) DY) g1 Jijiw ed]

The Three Hurdles of
Tax planning: How
Business
Context, Aims of Tax
planning, and Tax
Manager
Power Affect Tax

Expense

Industri amat bervariasi dalam
agresivitas tujuan perencanaan
pajak mereka, yang amat
kontras dengan gambar yang
kerap diambil oleh informasi
media yang tidak berlainan.
Kedua, administrator pajak
bisa memperhitungkan tingkat
daya yang amat berbeda dalam
badan mereka. Aplikasi tata
cara perencanaan pajak yang
diinginkan bermacam- macam
terkait pada tingkatan daya
administrator pajak ini. Selaku
kesimpulan, teori grounded 3
halangan kami membagikan
pengetahuan yang bisa
digeneralisasikan ke dalam
akibat berarti pada
pemograman pajak perusahaan
yang menolong menjelaskan
variasi yang dicermati dalam
bayaran pajak di seluruh
perusahaan.
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15.

“Frank, M. M., Lynch, L.
.,
=Rego, S. O. (2009).
0

N
B

Tax reporting
aggressiveness
and its relation to
aggressive
financial reporting.

Terdapat bayaran tidak cukup
untuk mengimbangi insentif
pelaporan finansial serta pajak,
alhasil ketidaksesuaian antara
standar akuntansi finansial
serta hukum pajak
membolehkan perusahaan buat
mengelola pendapatan buku ke
atas serta pendapatan kena
pajak ke dasar dalam periode
pelaporan yang sama.

16.

alakrishnan, K., Blouin,

Suay, W. (2011).

Does tax aggressiveness
reduce financial reporting

Perusahaan mengalami tradeoff

transparency antara transparansi finansial
=
a
)
= 39
o
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serta perencanaan pajak yang

kasar

=)

17.

I
D

yreng, S. D., Hanlon, M.,

“Maydew, E. L. (2016)

The effects of executives
on corporate tax
avoidance

Eksekutif orang memainkan
kedudukan berarti dalam
memastikan tingkat
penghindaran pajak yang
dicoba industri, eksekutif
dampak kelihatannya menjadi
penentu berarti dalam
penghindaran pajak industri.

Buepun-buepun 16urld{niqg eadig ey

asan et. al (2014)

Beauty is in the eye of the
beholder:

The effect of corporate tax
avoidance on the cost of
bank

loans

Industri dengan penghindaran
pajak yang lebih besar
dikenakan spread yang lebih
besar kala memperoleh

pinjaman bank

(31D ueny yIm

ES}eLLIOJU] UBP SIUSIG ININISHH) DYIX 81 ANIW &

gbeide, S. O, (2017)

Firm Characteristics and
Tax

Aggressiveness of Listed
Firms

in Nigeria: Empirical
Evidence.

Ukuran perusahaan positif
serta dampak penting pada
agresivitas pajak. Leverage
penting serta membagikan
negative ikatan dengan
agresivitas pajak. Beban bunga
mempunyai ikatan yang
penting serta positif dengan
agresivitas pajak.
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20.

ewi, Jati (2014)

Pengaruh Karakter
Eksekutif, Karakteristik
Perusahaan, Dan Dimensi
Tata Kelola Perusahaan
Yang Baik Pada Tax
avoidance Di Bursa Efek
Indonesia

Hasil pengetesan regresi
membuktikan kalau resiko
industri, mutu audit, dan

. (2018).

Pengaruh

Profitabilitas, Leverage,
dan

Kepemilikan Institusional
pada

Tax avoidance.

profitabilitas mempengaruhi
negatif pada penghindaran
pajak. Hasil kedua, variabel
leverage tidak mempengaruhi
pada penghindaran pajak. Hasil
ketiga, variabel kepemilikan
institusional tidak
mempengaruhi pada
penghindaran pajak.
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22.

2018)

Nugrahita, Suprasto.

Pengaruh Profitabilitas,
Leverage, Corporate
Governance, dan Karakter
Eksekutif pada Tax
avoidance.

Hasil riset menyatakan
profitabilitas tidak berpengaruh
pada tax avoidance sedangkan
leverage, corporate governance
serta kepribadian administrator
memiliki akibat positif pada
tax avoidance.

:Jaquuns ueyngakuaw uep ueywnjueduaw eduey (ul siny eAley ynanjasAeie uelbeqas dunbuaw bueleyg -y
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23. Paligorova (2016) Corporate Risk Taking and | terdapat ketergantungan antara
s |z Ownership Structure karakter administrator dengan
o efek industri.

éKeiiangka Pemikiran

@ Untuk industri pajak dikira selaku bobot, alhasil wajib dicoba usaha ataupun

C -

é%traiagi khusus untuk kurangi pajak itu. Strategi yang dipakai merupakan dengan

penjéngkisan pajak( tax avoidance) yang bermaksud buat kurangi tanggung jawab

peréajakan dengan cara sah dengan mencermati ketentuan yang ada (Suandy, 2014:25).

Perighindaran pajak ialah salah satu opsi buat kurangi pajak yang sedang dalam batasan

determinasi perundang- undangan perpajakan serta bisa dibenarkan terutama lewat

perencanaan pajak (Rahayu, 2010:146).

res

Kerangka pandangan riset ini membuktikan akibat langsung serta tidak langsung

su|

o industri kepada tax avoidance lewat leverage.

15‘Pengaruh Corporate Risk terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitiannya (Paligorova,

2010) menarangkan kalau ada

ketergantungan antara karakter administrator dengan resiko industri. Penghindaran

pajak perusahaan umumnya dicoba atas kebijakan eksekutif perusahaan itu sendiri

Y dan tidak disengaja (Setiyono, 2016).

Keputusan untuk menghindari adalah hasil dari kebijakan perusahaan.

=Kebijakan yang disetujui oleh manajemen didasarkan pada laporan keuangan yang
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disiapkan oleh pihak manajemen perusahaan. Orang yang terlibat langsung dalam
Keputusan perpajakan ini adalah direktur pajak dan juga konsultan pajak perusahaan
i(Hanafi, 2014). Namun direktur (managing director) sebagai pimpinan perusahaan
asecara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi semua keputusan yang
;terjadi di perusahaan tersebut, termasuk keputusan penghindaran pajak perusahaan
(Swingly, 2015).

‘ Dalam penelitian (Paligorova, 2010) diartikan bahwa risiko perusahaan
;(corporate risk) adalah volatilitas earning perusahaan, yang dapat diukur dengan
{:menggunakan rumus standar deviasi. Dengan demikian, risiko perusahaan dapat
idiartikan sebagai penyimpangan atau deviasi standar dari earning, terlepas dari
Ypenyimpangan itu bersifat kurang dari direncanakan (downside risk) atau mungkin
ilebih dari yang direncanakan (upside potential). Semakin besar penyimpangan
éarning perusahaan, semakin besar pula risiko perusahaan. Tinggi rendah nya risiko
perusahaan ini menunjukkan sifat manajernya, apakah ia seorang risk taker atau risk
| éverse.

Semakin banyak eksekutif bersifat risk taker, semakin rendah nilai Current

%ETR yang menunjukkan tax avoidance semakin tinggi. Dari sini dapat disimpulkan

}bahwa semakin banyak eksekutif yang bersifat risk taker maka akan semakin tinggi

mtingkat tax avoidance (Low, 2017) dan sebaliknya semakin eksekutif yang bersifat
?risk averse akan semakin rendah tingkat tax avoidance.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nabila, 2018) menyatakan bahwa risiko

perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance sedangkan penelitian yang

wdilakukan oleh (Zuesty 2016, Dewi dan sari 2015) menyatakan bahwa risiko

%perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.
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2. Pengaruh Corporate Risk terhadap Leverage

Risiko Perusahaan menurut (Brigham, 2011) menunjukkan seberapa berisiko

Zsaham perusahaan jika perusahaan tidak menerima hutang apapun. Risiko
‘:perusahaan mewakili tingkat risiko operasi perusahaan yang dimana tidak ada

leverage yang digunakan. Perusahaan yang berisiko tinggi pada umumnya tidak
dapat menggunakan hutang dalam jumlah yang besar, seperti yang telah dijelaskan
: dalam Trade-Off Theory yang pada intinya menyeimbangkan manfaat dan
;pengorbanan dari penggunaan hutang, dimana semakin banyak hutang maka akan

iiisemakin besar beban biaya kebangkrutan atau risiko yang ditanggung oleh

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

::perusahaan. Risiko perusahaan adalah ketidakpastian tentang proyeksi pendapatan

;ﬁdimasa mendatang jika perusahaan tidak menggunakan hutang sehingga dapat dilihat

=pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan kebijakan hutang. Oleh karena itu,

perusahaan dengan risiko perusahaan besar harus menggunakan hutang lebih kecil
dibanding perusahaan yang mempunyai risiko perusahaan rendah karena semakin
“hesar risiko maka penggunaan hutang yang besar akan mempersulit perusahaan

dalam mengembalikan hutang mereka.
j Penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma, Kepramareni, Novitasari, 2019)

menyatakan bahwa Risiko bisnis berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang
msedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Yeniatie & Destriana, 2010)
»mengungkapkan bahwa risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap

kebijakan hutang.

3.wPengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan

< antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Dalam teori trade
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off menyatakan bahwa pendanaan keuangan oleh perusahaan yang berasal dari
penggunaan hutang dapat memberi manfaat sebagai pengurang beban pajak.
iKebijakan keputusan pendanaan yang ditetapkan oleh perusahaan dapat
adigambarkan melalui rasio leverage yang dimiliki perusahaan. Rasio leverage

%menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaaan, rasio
leverage juga menunjukan risiko yang dihadapi perusahaan (Wirna Yola Gusti,
: 2013). Semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka akan menunjukkan semakin
:inggi ketergantungan perusahaan tersebut untuk membiayai asetnya dari pinjaman
{:atau hutang. Hutang bagi perusahaan memiliki beban tetap yang berupa beban bunga.
iBeban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena
Fpajak (deductible expense) sehingga penggunaan hutang akan memberikan hubungan
ipositif terhadap aktivitas penghindaran pajak oleh suatu perusahaan. Perusahaan
(yang memiliki risiko perusahaan yang tinggi maka akan menghindari hutang dalam
mendanai perusahaan karena dengan menggunakan hutang akan menurunkan
| iikuiditas perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Feranika, Mukhzarudfa, Machfuddin, 2017)

j, menyatakan bahwa Leverage berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance sedangkan

= penelitian yang dilakukan oleh (Arianandini dan Ramantha, 2018) mengungkapkan

inbahwa Leverage tidak berpengaruh signifikan pada Tax Avoidance.

4=Pengaruh Corporate Risk terhadap Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai
Variabel Intervening

(Lewellen, 2017) dan (Hlaing, 2014) menyebutkan kalau fokus utama

%eksekutif yang mempunyai kepribadian bersifat risk taker merupakan menggapai

=hasil ataupun mengoptimalkan angka perusahaan. Eksekutif ini berupaya
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mengoptimalkan angka industri, tercantum lewat penentuan tingkatan leverage yang

‘rbesar, meski pembiayaan yang besar berasal dari hutang yang bisa memunculkan

“resiko kebangkrutan perusahaan. Bunga atas hutang ini tercantum ketentuan

‘:perpajakan selaku bayaran yang bisa dikurangkan dari pemasukan kena pajak, alhasil

banyak administrator risk taker lebih memilah buat tingkatkan komposisi hutangnya

dengan tujuan memperbesar bunga hutang. Bunga hutang ini yang setelah itu hendak
Sterus menjadi memperkecil jumlah pajak terutang industri, ataupun dengan tutur lain

f;eksekutif itu sukses mengoptimalkan angka industri.

(v}

Hal ini sesuai dengan teori (Paligorova, 2010) bahwa semakin besar standar

=deviasi sebuah perusahaan maka akan semakin besar juga risiko perusahaan, risiko

fperusahaan yang semakin besar berarti menunjukan seorang manager mempunyai

buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

ESifat yang risk taker jika seorang manager bersifat risk taker maka dia akan semakin
kberani dalam mengambil keputusan atau risiko, dimana manager akan mengambil
keputusan untuk memaksimalkan nilai perusahaan melalui tingkat leverage yang
‘—‘tinggi.

Penelitian yang dilakukan (Caroline, 2014) menyatakan kalau karakter

j,eksekutif mempunyai akibat kepada tax avoidance industri dengan leverage selaku

-variabel intervening demikian juga riset yang dicoba oleh (Tjondro, 2014)

melaporkan kalau leverage selaku variabel pengawasan mempengaruhi penting

»kepada tax avoidance.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

X z Y

Corporate Risk Leverage Tax Avoidance

T
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tesis Penelitian
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Menurut (Sugiyono, 2018) menyatakan kalau hipotesis ialah balasan sedangkan

E-g_IJELUJOJU

kepada kesimpulan permasalahan riset, oleh sebab itu rumusan permasalahan penelitian

umgmnya disusun dalam wujud perkataan persoalan dibilang sedangkan, sebab balasan

>§V\){

yang diserahkan terkini didasarkan pada filosofi yang relevan, belum didasarkan pada

o @&

fak{g- fakta empiris yang didapat lewat pengumpulan informasi.
Bersumber pada kerangka pandangan ditas hingga penulis berasumsi mengambil
keatusan sedangkan (hipotesis) selaku berikut:
Hﬁ Corporate risk berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
H#:‘Corporate risk berpengaruh positif terhadap Leverage.

H%_Leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

)
H43 Corporate risk berpengaruh positif terhadap tax avoidance dengan leverage sebagai

= . .
vag‘nbel intervening

46

319 uepy Yim) expew



